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ABSTRAK

Pemilihan langsung kepala daerah merupakan wujud nyata dari pembentukan demokratisasi di
daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon secara
demokratis berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan kepala
daerah serentak telah berlangsung pada 27 November 2024. Masyarakat sebagai pelaku utama
dalam pemilihan ini dituntut untuk lebih partisipatif dalam semua tahapan pelaksanaan pemilihan
kepala daerah. Salah satu faktor pendukung Pemilukada adalah tingkat partisipasi masyarakat;
sejumlah besar partisipasi akan menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Pemilukada.
Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif.
Penelitian ini juga menggunakan analisis bibliometrik. Hasil penelitian ini, berdasarkan analisis
menggunakan Vosviewer, menunjukkan bahwa kata kunci yang sering muncul adalah pemilu,
politik, demokrasi, partisipasi politik, dan pemilihan kepala daerah. Serta penulis yang membahas
partisipasi politik dan pemilihan kepala daerah banyak dibahas oleh Siboy, Ahmad, Nasution, Faiz
Albar, dan Malik, Akmal. Data pemilih tetap untuk pemilihan umum Kota Baubau berjumlah
108.628 orang. Hasil pemilihan umum menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Kota
Baubau dalam pemilihan walikota dan wakil wali kota mencapai 75%, dan 25% sisanya adalah
masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya.

Kata Kunci : Partisipasi Politik, Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Umum Serentak,

Demokrasi

PENDAHULUAN UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemilihan daerah pertama diadakan Pemerintahan Daerah (Wicaksono, 2024).
pada bulan Juni 2005 (Dalam et al., 2016). Salah satu contoh konkret bagaimana
Sejak  diberlakukannya Undang-Undang demokratisasi berkembang di daerah adalah
Nomor 22  Tahun 2007  tentang penyelenggaraan pilkada langsung(Sarbain,
Penyelenggara Pemilthan Umum, Pilkada 2020). Langsung, publik, bebas, rahasia,
telah masuk dalam rezim pemilu, sehingga jujur, dan adil adalah norma-norma
secara resmi disebut Pemilthan Umum demokrasi yang memandu pemilihan kepala
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah daerah dan wakil kepala daerah dari satu
atau disingkat Pemilukada (Samad, 2023). pasangan calon (Santoso, 2017). Partai

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah politik atau kelompok partai politik yang
(DPRD) memilih pemimpin daerah dan memiliki kursi di DPRD dapat mengajukan
kepala daerah yang tidak diinginkan dua calon kepala daerah, atau calon individu
sebelumnya 2005 (Farkhani, 2019). Kepala dapat mengajukan dua calon dengan syarat
daerah  telah dipilih langsung oleh tertentu (Jurnal et al., 2024).
masyarakat melalui pemilihan kepala daerah Keberhasilan penyelesaian pemilihan
dan wakil kepala daerah, sering dikenal kepala daerah secara langsung adalah salah
dengan pemilihan daerah, sejak disahkannya satu contoh bagaimana demokrasi diterapkan
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di Indonesia (L. T. A. L. Wardhani et al.,
2020). Pemilihan Daerah pada dasarnya
adalah kesempatan unik yang berpotensi
mengubah wilayah secara signifikan (Purba,
2023). Menurut (Akbar, 2017), ini adalah
metode menjalankan kedaulatan rakyat, yang
merupakan dasar demokrasi. Oleh karena itu,
dalam menjalankan hak politiknya, rakyat
harus dengan sengaja dan bijaksana
merangkul esensi demokrasi yang melekat
dalam pilkada. (Manar, 2018).

Tujuan utama dari pemilihan regional
adalah untuk memungkinkan penduduk
setempat mengidentifikasi sendiri individu
siapa yang dianggap dapat menguntungkan
semua orang di wilayah tersebut(Arniti,
2020). Dengan memberikan kewenangan
penuh dalam mengeksekusi dan memilih
pemimpin daerah untuk mewujudkan
demokrasi di tingkat daerah, pemilihan
kepala daerah secara langsung dievaluasi
sebagai sarana dan cerminan hak-hak dasar
kedaulatan rakyat (Supiandi, 2020).

Sesuai teori demokrasi, pemilu daerah
berfungsi sebagai platform bagi aktor politik
untuk bersaing memperebutkan kekuasaan,
bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam
politik dan membuat keputusan, dan untuk
perluasan hak-hak sipil dan politik warga
negara(Zairuddin et al., 2022).

Jika proses pemilihan untuk pilkada
memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain
penyerahan  kekuasaan secara damali,
perekrutan terbuka, akuntabilitas publik, dan
kehadiran pemilihan pemimpin daerah yang
jujur dan adil, maka dianggap demokratis
(Frinaldi, 2020). Menurut perspektif ini,
menjadi semakin jelas bahwa semangat
demokrasi membutuhkan area yang luas
untuk keterlibatan dan bahwa sistem
demokrasi kita didasarkan pada demokrasi
langsung, di mana rakyat secara aktif terlibat

dalam membuat keputusan politik tanpa
bantuan perwakilan (Rizqi, 2018).

Pada 27 November 2024, pilkada akan
berlangsung secara bersamaan di seluruh
Indonesia(Umum, 2024). Kota Baubau
merupakan salah satu daerah yang mengikuti
pilkada serentak. Di Indonesia, Badan
Pengawas Pemilu mengawasi Komisi
Pemilihan Umum Daerah (KPUD), yang
menyelenggarakan pemilihan kepala daerah
secara langsung dan serentak di negara
tersebut (Sianturi & Wisnaeni, 2016).

Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau
memilih lima pasang calon untuk jabatan
wali kota dan wakil wali kota Baubau
berdasarkan prosedur pendaftaran calon yang
dilakukan sesuai dengan tahapan, yaitu La
Ode Ahmad Monianse dan Ida Fitri Halili
yang diusung PDI P mendapat nomor 1,
pasangan Yulia Umar Samiun dan
Muhammad Ridwan yang diusung jalur
individu mendapat nomor 2, Yusran Fahim
dan Wa Ode Hamsinah Bolu didukung oleh
partai PPP, PKS dan Nasdem mendapat
nomor 3, pasangan La Ode Mustari dan
Zahari didukung oleh partai Golkar,
Demokrat dan PBB mendapat nomor 4, dan
pasangan Nur Ari Raharja dan La Ode Yasin
didukung oleh partai Gerindra, partai Umat,
Hanura, PAN dan PKB mendapat nomor 5
(www.rri.co.id).

Sebagai pemain utama dalam pemilu
ini, masyarakat harus lebih terlibat di setiap
tingkatan pelaksanaan Pemilukada. Berikut
tabel menunjukkan jumlah pemilih di Kota
Baubau seperti dilansir www.rri.co.id:
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Tabel 1. Daftar Pemilih Tetap DPT

Kota Baubau Tahun 2024
Distrik Daftar Pemilih Tetap
Betoambari 14.650
Wolio 29.665
Sorawolio 5.727
Bungi 5.879
Kokalukuna 13.977
Murhum 14.293
Lea-Lea 5.956
Batupoaro 18.481
Sumber: https://www.rri.co.id/pilkada-
2024/990058/kpu-baubau-
tetapkan-dpt-pilkada-2024
Tingkat  keterlibatan  masyarakat

merupakan salah satu hal yang mendukung
Pemilukada; keterlibatan tingkat tinggi akan
menunjukkan bahwa orang memahami
betapa pentingnya Pemilukada(Putri & Putri,
2022). Bahkan sementara hasil Pemilukada
pada akhirnya tidak dapat dibatalkan dengan
keterlibatan masyarakat yang terbatas, hal itu
dapat menunjukkan kesadaran politik
masyarakat dalam memantapkan dirinya
sebagai titik fokus suatu daerah (Endrianto,
2021). Masyarakat lokal harus memiliki
informasi yang cukup politik untuk
berpartisipasi dalam pilkada ini dengan
terlibat, berhati-hati, dan
perseptif(Nopyandri, SH., 2011).

Keterlibatan dalam beberapa fase
pemilihan umum, termasuk pemilihan
anggota legislatif, pemimpin daerah, serta
presiden dan wakil presiden, merupakan
tanda keterlibatan publik di negara yang
mengikuti sistem demokrasi. Pemerintahan
demokratis tidak dapat ada tanpa keterlibatan
rakyat (Widodo, 2015).

Dalam konteks demokrasi, legitimasi
masyarakat untuk jalan pemerintahan
dipengaruhi  oleh keterlibatan  politik.
Misalnya, keterlibatan politik dalam pilkada
mempengaruhi legitimasi calon atau kandidat
terpilih di masyarakat (Kusmanto, 2014).

Setiap masyarakat memilih calonnya
dalam pilkada sesuai dengan kepentingan dan
preferensinya masing-masing(Al Azis &
Fatimah, 2023). Orang mungkin berpendapat
bahwa preferensi pemilih menentukan nasib
pemimpin publik yang dipilih dalam
pemilihan (Chaniago, 2016). Selanjutnya,
keterlibatan politik masyarakat dalam pilkada
dapat diartikan sebagai sarana menilai dan
memberikan pengaruh terhadap pemerintah
atau pemimpin (Dedi & Sudarmo, 2020).

STUDI PUSTAKA

Salah satu tanda demokrasi adalah
keterlibatan politik masyarakat, di mana
pemilih aktif berpartisipasi dalam pemilu
(Igbal, 2020). Dalam hal ini, individu
memiliki hak suara yang signifikan dalam
menentukan pilihan yang diambil oleh
perwakilan negara yang pada akhirnya akan
memimpin pemerintah dan memutuskan
tindakan yang akan diambil (Rahmad, 2023).
Bentuk pemerintahan demokratis yang
efektif dibangun atas dasar keterlibatan
politik publik (Muhammad et al., 2023). Di
negara demokratis, kekuasaan dipegang oleh
rakyat sendiri, yang kemudian digunakan

untuk  kepentingan  mereka  sendiri
(Samaragrahira, 2023). Salah satu elemen
terpenting  dalam  demokrasi  adalah
keterlibatan politik.

Salah satu ciri modernisasi politik
adalah keterlibatan politik. Karena pilihan
politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh
pemerintah berdampak dan mempengaruhi
kehidupan masyarakat, warga negara berhak
terlibat dalam pengambilan keputusan
tentang keputusan apa yang akan diambil
dalam pengambilan keputusan tersebut
(Hamdani et al., 2021). Oleh karena itu,
tindakan warga negara yang bertindak
sebagai individu untuk mempengaruhi
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pengambilan keputusan pemerintah dikenal
sebagai keterlibatan politik.

Tindakan seseorang atau sekelompok
individu untuk terlibat aktif dalam kehidupan
politik, yaitu dengan memilih pemimpin
negara dan mempengaruhi kebijakan publik,
baik secara langsung maupun tidak langsung,
biasanya disebut keterlibatan  politik
(Mubhaling, 2014). Pemungutan suara dalam
pemilu, menghadiri pertemuan publik,
bergabung dengan partai atau organisasi
kepentingan, berurusan dengan perwakilan
pemerintah atau parlemen, dan sebagainya
adalah contoh kegiatan tersebut.

Oleh karena itu, di negara demokratis,
keterlibatan masyarakat yang lebih besar
adalah hal yang lebih baik (Fadiyah & Beso,
2018). Faktanya, tingkat partisipasi yang
tinggi menunjukkan bahwa orang sadar dan
tertarik pada masalah politik dan ingin
terlibat di dalamnya. Sebaliknya, tingkat
keterlibatan yang rendah biasanya dipandang
negatif karena menunjukkan bahwa banyak
orang tidak tertarik dengan kepentingan
negara (Setyowati, 2009).

Berikut adalah  beberapa cara
partisipasi politik dapat bermanfaat: (1)
mendukung penguasa dan pemerintah dengan
mengirim perwakilan atau pendukung,
membuat pernyataan pro-pemerintah, dan
memberikan suara pada kandidat yang
diajukan oleh organisasi politik; (2) menarik
perhatian terhadap kekurangan pemerintah
dengan harapan pemerintah akan memeriksa,
memperbaiki, atau mengubahnya; dan (3)
menantang penguasa untuk melakukan
perubahan struktural dalam sistem politik dan
pemerintahan (Helen et al., 2023).

Setiap orang memiliki kesempatan
yang sama untuk memilih dan memilih
pemimpin mereka, oleh karena itu
keterlibatan politik dan pemungutan suara
sangat penting dalam hal ini (Simamora,

2013). Tetapi pemahaman menyeluruh
tentang peran strategis masyarakat juga akan
meningkatkan demokrasi (Kasih & Triadi,
2024).

Tingkat partisipasi politik seseorang
tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor
penting, antara lain 1) kesadaran politik
mereka terhadap pemerintah, 2) perspektif
mereka tentang bagaimana mengevaluasi dan

menghargai  kebijakan pemerintah dan
implementasinya (Aspiran, 2017). Ini
menunjukkan bahwa faktor-faktor lain,

seperti status sosial, keanggotaan politik
orang tua, dan pengalaman organisasi,
berdampak pada kedua faktor tersebut. Posisi
seseorang berdasarkan pekerjaan,
pendidikan, dan garis keturunan disebut
status sosial. Selain itu, posisi ekonomi
seseorang ditentukan oleh kepemilikan
kekayaan dan posisinya di masyarakat.
Seseorang dengan status sosial dan ekonomi
yang tinggi harus memiliki minat dalam
politik, memperhatikan politik, dan memiliki
kepercayaan pada pemerintah  selain
memiliki keterampilan politik.

Tujuan utama dari pemilihan kepala
daerah adalah untuk memberikan kesempatan
kepada masyarakat lokal untuk memilih
sendiri siapa tokoh-tokoh yang dipandang
mampu mensejahterakan semua orang di
daerahnya (Sulistyani Eka Lestari, Minan,
Marwan, Nuris Pratama Wisesa, 2024).
Dengan pemberian kewenangan penuh dalam
melaksanakan dan memilih pemimpin daerah
untuk mewujudkan demokrasi di tingkat
daerah, pemilihan kepala daerah secara
langsung dipandang sebagai alat dan
cerminan hak asasi manusia yang berdaulat
rakyat (Simamora, 2011).

Platform  perebutan  kekuasaan,
partisipasi masyarakat dalam pengambilan
keputusan, dan perluasan hak-hak sipil dan
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politik bagi seluruh warga disediakan dengan
pemilihan pemimpin daerah (Liando, 2016).
Pemilihan kepala daerah memberikan
kesempatan bagi publik dan partai oposisi
untuk bertindak sebagai pengawas dan
penyeimbang partai yang berkuasa, menurut
demokrasi (Abdul Kadir Lafuil & Kusnadi
Umar, 2022). Meskipun banyak yang
menganggap  konsep  demokrasi  ini
minimalis, praktik demokrasi minimalis telah
menghasilkan sistem untuk memilih atau
menduduki jabatan publik di semua negara
demokratis  (Shofiyullah,  2015). Ini
menunjukkan bagaimana pemilihan regional
telah dilembagakan dan praktik standar
dalam  sistem  polittkk  negara-negara
demokratis (Rahmatunnisa, 2017).

Proses pemilu dikatakan demokratis
dalam rangka pemilihan kepala daerah jika
memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain
pemilu yang bebas dan adil, pengalihan
kekuasaan secara damai, rekrutmen terbuka,
dan akuntabilitas publik (Muslih et al., 2022).
Mempertimbangkan sudut pandang ini,
terbukti  bahwa  semangat demokrasi
membutuhkan partisipasi yang luas dan telah
menetapkan sistem demokrasi kita dengan
prinsip demokrasi langsung, di mana pemilih
memilih wakil mereka sendiri.

Tingkat keterlibatan politik
masyarakat sangat penting. Hal ini
ditunjukkan dengan kepercayaan publik
dalam  pengambilan  keputusan  dan
keterlibatan  aktif  masyarakat dalam
memegang posisi otoritas dalam sistem
politik (Saadah, 2020). Untuk menghasilkan
pemimpin yang ideal, Kepala Daerah
(Pilkada) dipilih(Rizqi, 2018).

Terbukti bahwa ada berbagai mode
keterlibatan politik individu dan kolektif.
Indikator pemahaman lengkap warga negara
tentang hak-hak mereka termasuk tingkat
keterlibatan politik yang lebih tinggi dan

sebaliknya.  Kesimpulannya, partisipasi
politik sangat penting bagi gagasan
kedaulatan rakyat karena, menurut teori ini,
rakyat adalah kekuatan terbesar suatu bangsa
dan  dapat  menggunakannya  untuk
berkontribusi aktif dalam pencapaian tujuan
negara dan pemerintah (Samaragrahira,
2023).

Oleh karena itu, kebaruan penelitian
ini terletak pada penjelasannya tentang data
partisipasi politik masyarakat untuk masing-
masing pasangan calon wali kota dan wakil
wali kota dalam pemilihan kepala daerah
Kota Baubau 2024, serta faktor-faktor yang
mempengaruhi tingkat partisipasi politik
masyarakat di balik persentase tingkat
partisipasi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam  penelitian ini
menggunakan metode kuantitatif dengan
pendekatan deskriptif. Metode kuantitatif
dengan pendekatan deskriptif adalah metode
penelitian yang bertujuan untuk
mendeskripsikan, menjelaskan dan menarik
kesimpulan dari suatu fenomena yang
diamati menggunakan angka (Berlianti et al.,
2024). Sumber dan Teknik Pengumpulan
Data dilakukan melalui pengumpulan data
kuantitatif terkait data partisipasi masyarakat
dalam pemilihan Kepala Daerah Kota
Baubau pada Komisi Pemilithan Umum
(KPU) Kota Baubau.

Penelitian ini juga menggunakan analisis
bibliometrik. Bibliometrik adalah metode
statistik yang dapat menganalisis makalah
penelitian secara kuantitatif tentang topik
tertentu  melalui  metode  matematika
(Herawati et al., 2022). Objek penelitiannya
adalah partisipasi politik dan pemilihan
kepala daerah. Metode pencarian data
menggunakan Publish or Perish, atau PoP,
alat atau aplikasi yang dapat mengekstrak
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informasi kutipan dari artikel Scopus dan
mengubahnya menjadi berbagai statistik.
Tren dalam artikel yang diterbitkan antara

2018-2024 ditemukan menggunakan
pendekatan analisis bibliometrik. Membuat
keputusan datang selanjutnya, setelah

perdebatan dan perolehan hasil. Kemunculan
bersama kata kunci penulis, kontribusi
penulis, kemitraan internasional, dan kutipan
analisis koreferensi semuanya ditampilkan
menggunakan program VOSviewer.

Analisis penelitian ini dimulai dengan
tampilan subbagian data yang dikumpulkan
melalui bibliometrik. Hal ini dilakukan
dengan mengacu pada penyaluran artikel
yang diterbitkan dan artikel yang diunduh
pada database Scopus yang dihasilkan oleh
200 artikel (n=200) antara tahun publikasi
2018 hingga 2024 dengan menggunakan kata
kunci partisipasi politik dan pemilihan kepala
daerah. Jenis informasi yang dikumpulkan
dikategorikan ke dalam kategori dokumen,
seperti Visualisasi Jaringan Overlay dan
ruang lingkup penerbitan. Setelah itu, analisis
Vosviewer digunakan untuk memilih
distribusi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Visualisasi Kepadatan

Visualisasi koleksi jaringan artikel
adalah ringkasan dari kumpulan jaringan kata
kunci yang menunjukkan seberapa banyak
penelitian yang telah dilakukan pada
berbagai artikel dengan subjek tertentu.
Analisis pada bagian ini dapat menampilkan
data respon dari beberapa penelitian tentang
kata kunci terkait pilkada dan partisipasi
politik. Menurut prosedur ini, deskripsi
penelitian adalah istilah yang memiliki
karakter terkuat dalam jaringan analisis jika
warnanya lebih padat dan bervariasi.

Gambar 2. Visualisasi topik penelitian
menggunakan Vosviewer berdasarkan Total
Cakupan Publikasi

Sumber:  Pemrosesan  Data  Penulis
menggunakan Vosviewer
Di sisi  lain, gambar di atas

menunjukkan luasnya penelitian; Semakin
banyak warna yang muncul, semakin banyak
penelitian yang telah dilakukan. Pemilu,
politik, demokrasi, partisipasi politik, dan
pemilihan lokal adalah istilah yang sering
muncul, menurut analisis Vosviewer yang
ditunjukkan pada grafik di atas.

Selanjutnya, grafik di atas
menggambarkan hubungan relatif antara
penelitian sebelumnya menggunakan frasa
status pemilu, politik, demokrasi, partisipasi
politik dan pemilihan lokal.

Ruang Lingkup Publikasi dan Penulis

Cakupan publikasi  dimaksudkan
sebagai bentuk analisis jaringan jumlah
peneliti dan tema penelitian yang saling
berhubungan, baik dengan kata kunci yang
sama maupun bidang studi jurnal yang
relevan. Analisis ini dapat memberikan
kecocokan antara jumlah publikasi, penulis
dan tema yang saling berhubungan, sehingga
jaringan dapat memandu penelitian tentang
visualisasi kata kunci yang paling banyak
dibahas.
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Gambar 3. Visualisasi topik penelitian
menggunakan Vosviewer berdasarkan Total
Cakupan Publikasi

reglf, surya yudha

s2lafipdif®

& veeomner . chaliligmad
b vosviewer

Sumber:  Pemrosesan  Data  Penulis
menggunakan Vosviewer

Jumlah hubungan di antara mereka
ditentukan menjadi banyak kata saat
menggunakan Vosviewer. Studi Vosviewer
menunjukkan bahwa ada  banyak
pengelompokan. Ini menunjukkan
bagaimana satu masalah berhubungan
dengan masalah lainnya.
Penulis diidentifikasi dengan lingkaran
berwarna. Kata kunci dalam abstrak dan
judul memiliki korelasi yang kuat dengan
ukuran lingkaran. Oleh karena itu, ukuran
huruf dan lingkaran dipengaruhi oleh
frekuensi terjadinya. Kata kunci muncul lebih
sering ketika huruf dan lingkaran lebih besar.
Grafik di atas menunjukkan bahwa Siboy,
Ahmad, Nasution, Faiz Albar, dan Malik,
Akmal adalah penulis yang paling banyak
membahas partisipasi politik dan pilkada.

Keikutsertaan dalam Pemilihan Kepala
Daerah Kota Baubau

Bentuk pemerintahan demokratis
yang efektif dibangun atas dasar keterlibatan
politik publik. Di negara demokratis,
kekuasaan dipegang oleh rakyat sendiri, yang
kemudian digunakan untuk kepentingan
mereka sendiri. Pemberian informasi kepada

masyarakat terkait pemilu menunjukkan
bahwa masyarakat harus dilibatkan dalam
Pilkada karena masyarakat —memiliki
pengaruh yang besar terhadap hasil pemilu.
Sebagai bentuk kedaulatan rakyat atas
kebijakan, Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada) merupakan instrumen penting
dalam pelaksanaan pemerintahan daerah
berbasis prinsip demokrasi. Berdasarkan
pendapat mereka sendiri, orang memiliki hak
untuk memilih pemimpin yang mereka yakini
paling memenuhi syarat untuk memimpin
bidang ini. Singkatnya, rakyat memiliki
kekuatan tertinggi untuk memerintah.

Acara pemilihan Kepala Daerah
serentak telah dilaksanakan pada tanggal 27
November 2024, Kota Baubau merupakan
salah satu daerah yang akan
menyelenggarakan pilkada serentak. Melalui
Pemilihan Kepala Daerah, masyarakat lokal
dapat menentukan nasibnya sendiri yang
terkait dengan kepentingan mereka di daerah.
Karena kandidat yang bertanggung jawab
dipilih langsung oleh rakyat, ini akan
menyebabkan pergeseran cara masyarakat
memandang pemerintah daerah. Bagi mereka
yang akan memilih pemimpin secara terbuka,
prosedur ini menunjukkan adanya pola pikir
demokratis dan keterbukaan. Selanjutnya,
pemerintahan mereka akan dikelola dan
diatur dengan lebih baik oleh para pemimpin
terpilih. Diharapkan pemilu langsung ini

akan meningkatkan kesejahteraan dan
pelayanan publik.

Grafik  berikut  menggambarkan
tingkat keterlibatan masyarakat dalam

pemilihan walikota dan wakil wali kota Kota
Baubau berdasarkan statistik dari KPU Kota
Baubau tentang hasil pemilihan umum kepala
daerah:
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Gambar 4. Ringkasan Hasil Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun
2024

OLa Ode Ahmad
Monianse dan Ida
Fitri Halili

@ Yulia Rahman dan
Muhammad Ridwan

O H. Yusran Fahim dan
Wa Ode Hamsina
Bolu

Sumber: Data Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Kota Baubau
Keterlibatan  politik ~ merupakan

komponen penting dari demokrasi dan harus
hadir dalam semua pemilihan kepala daerah.
Setiap negara  demokratis, termasuk
Indonesia, harus memiliki kebebasan untuk
mengekspresikan pemikirannya dan memilih
wakilnya sendiri. Salah satu cara untuk
menentukan apakah suatu negara memiliki
demokrasi adalah dengan melihat seberapa
bebas warganya untuk berpartisipasi dalam
politik.

Negara demokratis diwujudkan melalui
keterlibatan politik komunitas, di mana
rakyat secara aktif berpartisipasi dalam
pemilihan umum. Dalam hal ini, pemilih
memiliki suara yang signifikan dalam
memilih perwakilan negara bagian yang
kemudian akan mengendalikan pemerintah
dan tindakan masa depannya (Arifin, 2014).
Menurut (Muhammad Ar Rafii & Elan
Jaelani, 2024), partisipasi politik—dalam
contoh ini, pemungutan suara dalam
pemilihan daerah—sangat penting karena
semua penduduk memiliki kesempatan yang

sama untuk menilai dan memilih pemimpin
mereka. Namun, pemahaman menyeluruh
tentang peran strategis masyarakat juga akan

meningkatkan kualitas demokrasi.
Persentase  partisipasi  pemilih  dalam
komunitas dan orang-orang yang tidak

menggunakan hak suara mereka

I Persentase partisipasi pemilih

O Persentase yang tidak menggunakan hak pilihnya

Sumber: Author Processing dari Data Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Kota Baubau

Berdasarkan ~ jumlah tersebut,
sebanyak 108.628 orang terdaftar sebagai
pemilih dalam Pilkada Baubau, dan 81.670
orang berpartisipasi dalam pemilihan kepala
daerah Kota Baubau. 75% pemilih
memberikan suara mereka, dan 25% sisanya
tidak menggunakan hak suara mereka. Dari
proporsi jumlah pemilih di atas, terlihat
bahwa masyarakat Kota Baubau cukup tinggi
dalam aktif mengikuti Pemilihan Kepala
Daerah 2024.

Berdasarkan ~ jumlah tersebut,
sebanyak 108.628 orang terdaftar sebagai
pemilih dalam Pilkada Baubau, dan 81.670
orang berpartisipasi dalam pemilihan kepala
daerah Kota Baubau. 75% pemilih
memberikan suara mereka, dan 25% sisanya
tidak menggunakan hak suara mereka. Dari
proporsi jumlah pemilih di atas, terlihat
bahwa masyarakat Kota Baubau cukup tinggi
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dalam aktif mengikuti Pemilihan Kepala
Daerah 2024.

Strategi untuk Meningkatkan Partisipasi
Politik Pemilih

Upaya  peningkatan  partisipasi
pemilih dalam pemilihan wali kota dan wakil
wali kota Wilayah Baubau tahun 2024,
penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan Politik

Tujuan pendidikan politik adalah
untuk membantu orang mengembangkan dan
menumbuhkan orientasi politik mereka.
Tujuan pendidikan politik adalah untuk
meningkatkan ~ pemahaman  masyarakat
sehingga dapat terlibat dalam sistem politik
seefektif mungkin (Rahmiyati Mii, 2023).
Pendidikan politik pada dasarnya adalah
edukasi bagi masyarakat untuk meningkatkan
pemahaman mereka tentang berfungsinya
negara dan bangsa yang benar dan
memberikan gagasan untuk berpartisipasi
aktif dalam evolusi politik, terutama dengan
memberikan suara dalam pemilihan umum
(Wawan Patriansyah dkk., 2024). Karena
partai politik berlomba-lomba
memperebutkan kekuasaan dan merupakan
aktor utama dalam pemilu, partai politik
berperan penting dalam pelaksanaannya.
Politik adalah pelaksanaan kekuasaan dan
bagaimana kaitannya dengan otoritas dan
pengaruh atas pembuat keputusan dan
pemangku kepentingan (D. V. P. dan N. W.
Wardhani, 2022).

Agar setiap warga negara mampu
merespon dan mengarahkan diri terhadap
kehidupan politik yang terjadi di masyarakat
dan negara Indonesia, pendidikan politik
merupakan salah satu proses pembelajaran
yang digunakan untuk memahami nilai,
norma, dan simbol politik yang berlaku (D.
V. P. dan N. W. Wardhani, 2022). Perubahan
dalam kehidupan politik bangsa Indonesia

diperlukan untuk membangun sistem politik
yang benar-benar demokratis, stabil, efektif,
dan efisien, dan pendidikan politik dapat
membantu  mencapai  tujuan  tersebut
(Hermawan, 2020). Untuk menciptakan
masyarakat yang tertarik pada politik dan
mampu mempelajari  lembaga  politik,
struktur politik, dan lembaga pemerintah,
pendidikan politik sangat penting. Oleh
karena itu, pendidikan politik dapat dilihat
sebagai alat penting bagi masyarakat umum
untuk membantu masyarakat Indonesia
mewujudkan negara yang demokratis sesuai
dengan nilai-nilai Pancasila, dan simbol
politik  yang  mendorong  kesadaran
masyarakat untuk memilih.

Perubahan dalam kehidupan politik
rakyat  Indonesia  diperlukan  untuk
membangun sistem politik yang benar-benar
demokratis, stabil, efektif, dan efisien, dan
pendidikan politik dapat membantu mencapai
tujuan tersebut (Hasyim, 2023). Untuk
menciptakan masyarakat yang tertarik pada
polittk dan mampu mempelajari lembaga
politik, struktur politik, dan lembaga
pemerintah, pendidikan politik sangat
penting. Oleh karena itu, pendidikan politik
dapat dilihat sebagai alat penting bagi
masyarakat umum untuk  membantu
masyarakat Indonesia mewujudkan negara
yang demokratis sesuai dengan nilai-nilai
Pancasila, dan simbol politik yang
mendorong kesadaran masyarakat untuk
memilih.

2. Kampanye Politik

Kampanye  adalah  serangkaian
kegiatan komunikasi terorganisir yang
dilakukan secara rutin dari waktu ke waktu
dengan tujuan menghasilkan efek tertentu
pada sejumlah besar audiens. Pengertian lain
dari kampanye adalah kegiatan yang
dilakukan oleh peserta pemilu atau pihak lain
yang ditunjuknya untuk meyakinkan pemilih
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dengan menawarkan visi, misi, program,
dan/atau citra diri.

Tentu saja, ada urgensi besar untuk
dapat memberikan warga negara, dan
khususnya pemilih, tempat untuk
berpartisipasi selama fase kampanye, karena
selama periode inilah pemilih dapat
menentukan sejauh mana ide-ide yang telah
diprakarsai oleh para kandidat dapat
mempengaruhi perkembangan daerah, dan
karena selama periode inilah mereka
memiliki kesempatan untuk mempelajari
lebih lanjut tentang ide-ide Calon.

Kampanye juga menjadi faktor
penting dalam meningkatkan partisipasi
pemilih, pada dasarnya menunjukkan bahwa
kampanye merupakan tahapan yang sangat
penting sebagai jembatan untuk
menyebarluaskan ide dan gagasan kepada
pemilih, sehingga berdampak langsung pada
tingkat partisipasi pemilih.

Selain  sebagai  upaya  untuk
menyebarkan kesadaran akan visi, misi, dan
inisiatif, kampanye ini juga sangat terkait
dengan partisipasi pemilih, menjadikannya
salah satu fase pilkada yang harus ditangani
dengan serius. Namun, pengertian partisipasi
pemilih tidak hanya dilihat dalam konteks
penggunaan hak suara di bilik suara.
Partisipasi juga harus diartikan sebagai upaya
untuk melibatkan pemilih dalam ruang
kebebasan untuk mengekspresikan pemikiran
mereka dengan cara yang bermakna. Ingat,
keterlibatan warga adalah segalanya untuk
menciptakan pemerintahan terbuka.

KESIMPULAN

Pemilihan kepala daerah serentak
berlangsung pada 27 November 2024. Data
pemilih tetap dalam Pilkada Kota Baubau
sebanyak 108.628 orang, hasil pemilihan
umum kepala daerah menunjukkan bahwa
tingkat partisipasi masyarakat Kota Baubau

dalam pemilihan wali kota dan wakil wali
kota mencapai 75% dan sisanya 25% adalah
masyarakat yang tidak menggunakan hak
pilihnya. Berdasarkan analisis menggunakan
Vosviewer, kata kunci yang sering muncul
adalah pemilu, politik, demokrasi, partisipasi
politik, dan pemilihan kepala daerah. Serta
penulis yang membahas partisipasi politik
dan pemilihan kepala daerah yang paling
banyak dibahas oleh Siboy, Ahmad,
Nasution, Faiz Albar, dan Malik, Akmal.
Salah satu contoh konkret terbentuknya
demokratisasi daerah adalah
penyelenggaraan pilkada langsung.
Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan
adil adalah cita-cita demokrasi yang
memandu pemilithan Camat Daerah dan
Wakil Kepala Daerah dari satu pasangan
calon. Sebagai pelaku utama dalam
pemilihan ini, masyarakat harus lebih terlibat
di setiap tingkatan dalam perencanaan
pemilihan ~ kepala  daerah. Tingkat
keterlibatan masyarakat merupakan salah
satu kriteria yang mendukung pemilu, tingkat
partisipasi yang tinggi akan menunjukkan
bahwa masyarakat memahami pentingnya
pemilu. Dalam rangka meningkatkan
partisipasi pemilih dalam pemilihan walikota
dan wakil walikota Baubau, kampanye
politik dan pendidikan politik menjadi dua
strategi yang dilakukan.
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